
BUPATI BARITO KUALA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 73 TAHUN 2024 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA 

NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN 
PERDESAAN AGROPOLITAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan agropolitan 
kabupaten barito kuala tahun 2021 - 2025 bahwa 
Pemerintah Daerah perlu memberikan sasaran 
Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Barito 
Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito 
Kuala Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana 
Pembangunan Kawasa Perdesaan Agropolitan Kabupaten 
Barito Kuala Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794;



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Transfer ke daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6883;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 
Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 87 Tahun 2020 
Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala 
Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito 
Kuala Tahun 2020 Nomor 87.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 87 
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN 
PERDESAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN 
BARITO KUALA TAHUN 2021 - 2025.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala 
Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Barito Kuala 
Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Kuala Nomor 87) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut :



1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

merupakan perwujudan program dan kegiatan 
pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang 
dilakukan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat.

(2) Lokasi Desa sebagai kawasan perdesaan pertanian 
tanaman pangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 - 
2025 adalah Kecamatan Anjir Pasar dengan lokasi desa 
sebagai berikut :
a. Desa Andaman 1;
b. Desa Andaman II
c. Desa Pandan Sari dan
d. Desa Anjir Pasar Kota II

BAB IIIA 
PENDANAAN

Pasal 4A
Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Agropolitan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 yang 
diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanjar Daerah dan sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dengan mempertimbangkan
kemampuan fiskal daerah.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan 
pada tanggal 11 Desember 2024

Diundangkan di Marabahan 
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO KUALA,

Wk
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 73


